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LEMBAGA

ACUAN HUKUM  seRTIFiAS g PT. ASKONAS

Kementrian PU
e Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Beresiko

e Menambahkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun
2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan /atau Standar
Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Pada
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum

e Menghapus acuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

e Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024, Tentang
Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Acuan hukum dari intasi terkait

e Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

e Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Koorporasi.




LEMBAGA

SERTIFIKASI PT. ASKONAS
BADAN USAHA

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025

Semakin tinggi risiko proyek konstruksi, semakin ketat persyaratan
teknis dan pengawasannya. Penilaian risiko mempertimbangkan:

e keselamatan konstruksi,

e dampak lingkungan,

e kesehatan,

e dan kepentingan umum

Proses sertifikasi melalui portal tidak lagi lewat OSS




LEMBAGA
SERTIFIKASI PT. ASKONAS
BADAN USAHA Pemenuhan kemampuan

peralatan dapat  dipenuhi
melalul surat pernyataan
komitmen sampai pelaksanaan
pekerjaan

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2025

1SO 37001 terbitan LPK

e Penjualan Tahunan (dinilai Per - Badan Usaha) terakreditasi KAN

e Kemampuan Keuangan (dinilai Per - Badan Usaha)

e Tenaga Kerja Konstruksi (PJBU, PJTBU dan PJKBU) Kualifikasi Kecil terbagi
e Peralatan (Wajib hanya kualifikasi B dan M) k1l K2danK3
Jenis Usaha Spesialis ada
Khusus Kualifikasi kecil : Kualifikasi
e SMAP: BU Kecil dapat menggunakan pelatihan/bimtek anti
korupsi dibuktikan dengan sertifikat edukasi anti korupsi.
https.//newlearning.kpk.go.id/course/

1
|

Penting . Badan Usaha harus
input simpan walaupun
kualifikasi kecil
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LEMBAGA

SERTIFIKASI PT. ASKONAS
BADAN USAHA

Dilaksanakan:
e Kepada seluruh BUJK kualifikasi kecil
e Berdasarkan hasil pemetaan nilai

kinerja penyedia jasa tahunan
Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi terhadap BUJK kualifikasi menengah,

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024 besar, dan spesialis.

Bertanggungjawabataspembinaan dan pengembangan badan

usahamelaluiPengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB).
o= " " -

o b
g
o )
Y Dapat Beke“ama dengan :
Mempertimbangkan : e Pemerintah Pusat

e Jumlah Anggota pe Pemerintah Provinsi

e Anggaran 3 o . Pemerintah Kabupaten/Kota

e Fasilitas ‘ Perguruan Tinggi Penting . Badan Usaha harus
e Instrukstur \ Lembaga Penelitian

input simpan walaupun

Lembaga Pelatihan . : :
kualifikasi kecil

Asosiasi Profesi
Asosiasi badan usaha lain
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LEMBAGA

SERTIFIKASI PT. ASKONAS
BADAN USAHA

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi
Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024

adanya ketidakpastian terkait :
e Pengakuan Performance Penyedia Jasa
e Pemeringkatan oleh menteri

| adanya jaminan atas:

| . . .
I tersedianya kriteria

! pengukuran terhadap
!
L

--------1

-r-------

pekerjaan dan manajemen

performance e Referensi Pengalaman usaha untuk
______________________ mempertimbangkan penetapan penyedia jasa

Mo ! e Pelaksanaan pemberdayaan_gl_e_h_ais_o_slels_iP_aijfg _______

: Motifasi : : : usaha r Evaluasi -I
' Adanyatolokukuryangjelas | & pepyedialasa  pypr || T TTTTTTTmmmmmmmooos T Tersedianya performance profile
: untuk melakukan perbaikan ; sebagaibahanevaluasidalamrangka :
. performance profil pada | pembinaan kepada ABU yang :
: tingkat pelaksanaan Asosiasi Badan Usaha i- melakukanPUB J:
I B /. = L L L L L L

|

|

-
: adanya jaminan atas: I
: e pelaksanaan tanggungjawab terhadap anggota :
| asosiasi :
: e pewujudan tata kelola usaha yang baik :

I
| |
: |
: |
L

| Identifikasi :
: Tersedianyaperformance profile
lsebagai bahan penyusunandaftar

I prioritas
e pelaksanaan tanggung jawab profesional 1P .
pe I kegiatanpemberdayaananggota
usaha terhadap masyarakat L e e e e e I




Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi

LEMBAGA
SERTIFIKASI
BADAN USAHA

PT. ASKONAS

Nomaor
Sifat
Lampiran
Hal

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

Penyampaian surat edaran Bersama tentang Implementasi
Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025
dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2)

r—

1 3)

4

5)

6)

Unyarakar eunp oeriaxKku.

Pelaku usaha vang telah terdaftar atau téercatat pada Sistem Ditjen
AHU agar melakukan penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan
anggaran dasar dalam hal terdapat aksi korporasi yang mengubah
Maksud dan Tujuan dan perubahan kegiatan usaha atas kegiatan

usaha eksisting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Penyesuaian KBLI 2025 udak diperlukan dalam hal perubahan
hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel
konversi vang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud
dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana
tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara
otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan
tabel konversi tanpa memeriukan perubahan anggaran dasar.
Penyesuaian KBLI 2025 dalam Sistem 0SS dan Sistem Ditjen AHU
dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dan
Kementerian Hukum paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026.
Sistem Ditjen AHU memproses pengesahan pelaku usaha
menggunakan KBLI 2020 sampai dengan diimplementasikannya
penyesuaian KBLI 2025 sebagaimana dimaksud pada angka (4).
Sistem 0SS memproses PBBR mengegunakan KBLI 2020 sampai

- — . e o

Yth

B-89 S/PI 08/A 112026
Segera
1 Berkas

: Penyampalan Surat Edaran Bersama tentang Implementasi
Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025
dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

MENTER INVESTASI DAN HILIRISASI
WEFALS BADAN KCPCHRTINAST PERAMNSSGAN PODAL
REFUBLIK INIOMESLA

Jakarta. 27 Maret 2026

1. Menteri/Kepala Lembaga
2. Gubernur Seluruh Indonesia

Bebas

di

Tempat

Point 3

Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam ha

perubahan hanya berupa penyesuaian kode
numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak
mengakibatkan perubahan subtansi maksud dan
tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui
Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan
tabel konversi tanpa melakukan perubahan
anggaran dasar

3. BupatiWalikota Seluruh Indonesia
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

8. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
I. Notaris
8. Pelaku Usaha

Penyesuaian KBLI 2025 dalam
sistem OSS dan Sistem Ditjen
AHU dilakukan oleh Kmenterian
Investasi dan Hilirisasi /BKPM
dan kementerian Hukum paling
lambat 18 Juni 2026
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LEMBAGA KBLI kegiatan jasa konstruksi ada 67 KBLI
SERTIFIKASI PT. ASKONAS dengan identifikasi awal :

BADAN USAHA e 54 KBLI terdapat perubahan minor baik
berupa perubahan kode, nama, maupun
ruang lingkup KBLI.

e 1KBLI pecah kode

e 7KBLI gabung kode

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi * 5 KBLI terdapat kasus khusus
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025

Konversi KBLI dan SUDKIASITIKaAS]I [ Bl ekl i

contoh terjadi pada subklasifikasi BS013
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LEMBAGA

SERTIFIKASI PT. ASKONAS
BADAN USAHA

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan akurasi data Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner/BO) korporasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh
aparat penegak hukum dan instansi berwenang dalam pencegahan tindak pidana
pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT). Peraturan ini mulai
berlaku pada 4 Februari 2025 dan mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun
2019

SANSKSI ADMINISTRASI PASAL 22

e Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif.
e Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan terhadap :
a. Korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat; dan
b. Korporasi yang menyampaikan informasi Pemilik Manfaat yang tidak benar.
e Sanksi administratif terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. teguran;
b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
c. pemblokiran akses AHU Online. (Notifikasi AHU Online atau surat elektronik, sanksi
pencantuman daftar hitam pengumuman di laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum a atau penutupam akses korporation pada ahu on line

PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kepatuhan atas jumlah
pelaporan pemilik manfaat dan mengoptimalkan akurasi
data pemilik manfaat, sehingga data tersebut dapat
dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum maupun
instansi berwenang, serta untuk mengatur dan
menerapkan sanksi yang efektif bagi korporasi, perlu
mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik
manfaat terhadap korporasi;

Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum tentang Verifikasi dan Pengawasan
Pemilik Manfaat Korporasi;

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang:

e Dapat menunjuk atau memberhentikan direksi,
komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas
Memiliki kemampuan mengendalikan korporasi
Berhak menerima manfaat dari korporasi, baik

langsung maupun tidak langsung;
Merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau
saham korporasi.

)

)




I Praktek Pengecekan Benefit Owner :

1.Masukan jenis kooporasi / Perusahaan ada menu pilihan Perserooan,komanditer CV dll

PENGAYOMAN

s K esrat 2.Masukan nama Perusahaan bukan singkatan

v (& mwt B (66 M fou (SEU & Beran: & Perme B (66} N @ LsBUY S PERAT ® 0558 | A Portal S headr Bl on x + # Ask Gemini - (a ] *

Pastikan memasukan nama korporasi sesuai dengan yang tercatat o . - _ _ ) " _
P{Tdﬂ Djaj,en AHU [ﬂnpa menggunakan imbuhan PT. Vayﬂmn: € c = ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat r Ei = a
Perkumpulan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi di
depan nama korporasi.

Data Pemilik Manfaat ini merupakan data yang disampaikan baik
oleh Kementerian/Lembaga, Korporasi, Notaris maupun PIC yang
dikuasakan oleh Korporasi untuk menyampaikan data Pemilik

Manfaat Korporasi.

FENGAYOMAN

Jenis Korporasi

https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat

Pastikan memasukan nama korporasi sesuai dengan yang tercatat
pada Ditjen AHU tanpa menggunakan imbuhan PT, Yayasan,
Perkumpulan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi di
depan nama korporasi,

Data Pemilik Manfaat ini merupakan data yang disampaikan baik
oleh Kementerian/Lembaga, Korporasi, Notaris maupun PIC yang
dikuasakan oleh Korporasi untuk menyampaikan data Pemilik
Manfaat Korporasi.

DITJEN AHU ONLINE _ PROFIL PERUSAHAAN -
GOOGLE CHROME 2026-06-02 11-42-55



https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat

LEMBAGA
SERTIFIKASI PT. ASKONAS Laporan pajak tahunan terakhir

BADAN USAHA untuk perpanjangan SBU

Yang perlu diperhatikan Pada Masa Transisi Regulasi mandir =
Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 R
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 e R
TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILA e - e
Kemampuan Keuangan -
imerupakan kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK yang-i m::mm
'tldak termasuk tanah dan bangunan i L
S DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ty | o R O Pt T i o
iKepemilikan modal dibuktikan dengan:
i e Neraca keuangan BUJK untuk BUJK kualifikasi kecil,;
i * Neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang SRARISERES © G
. memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- S ——
' undangan, untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar; B e eeeo
i_ e Laporan pajak tahunan terakhir untuk perpanjangan SBU.



https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25023

sertifikan New learning KPK

Pusal
y Edukasi

@ Anlikorupsi — : g Pusal
pembpretepha. iz B Edukasi

Anl:ikprupsi

Sertifikat

Nomor : 12068/210/06/2026 Daftar Materi dan Jumlah Jam Pelajaran (JP)

E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)

Diberikan kepada:

A" No. MATERI JAM PELAJARAN
Modul 1 : Mengapa Korupsi Harus Diberantas 3JP
Telah menyelesaikan Modul 2 : Pahami Dulu Baru Lawan 2JP

E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas Modul 3 : Pilih Strategi Berantas Korupsi 1)p

(PADI) - Umum Modul 4 : Aksi Integritas untuk Berantas Korupsi 2 JP
8JP

Jakarta, 4 Juni 2026

-----....‘-

F--_'______.-r"'




Benci korupsi ?
stop caci maki Indonesia bersih tugas kita bersama
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Antikorug
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@ https://Isbuaskonas.co.id/ Jakarta 4 Juni 2026
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